
SALINAN

BIIPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAIT BT'PATI I(IDIRI
IYOMOR I1 TAIIUil 2016

TEttTA'ItG

PETDATTARAIT USAHA PIIRItrISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

bahwa usaha di bidang kepariwisataan mempunyai peranan yang

sangat strat€gis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya

serta mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan

investasi dan pelestarian budaya daerah;

bahwa dalam rangka optimalisasi pengeloLaan usaha pariwisata

diperlukan adanya pengaturan, pembinaan dan pengendalian;

bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kediri tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor

5561 l2O/418.5612OL6 perihal Penyusunan Dasar Hukum
Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten

Kediri dan Berita Acara Nomor 556/8 521418.56 /2016 tentang

Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri Tentang

Pendaftaran Usaha Pariwisata tanggal 31 Maret 2016, perlu

mengatur tentang pendaftaran usaha pariwisata;

bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalarn

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Menimbang : a.



Mengingat : 1.

7.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yalg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan kmbararr Negara Republik Indonesia

Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20O9 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 14O, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1l Talun 2010 tentang Cagar Budaya

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,

Tambahan t embaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik

Indonesia Talun 20ll Nomor 82, Tambahal lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (t cmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalan t embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Talun 1996 Nomor 1O1, Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 3658);

10. Peraturan Menteri Kebudayaaa dan Pariwisata Nomor

PM.85/HK.501 |MKPl2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Pe{alanan Wisata;

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.
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Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.86/HK.501 IMKP/2OLO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Penyediaan Akomodasi;

Peraturan Menteri Kebudayaan da'rl Pariwisata Nomor

PM.87/HK.5Ol /MKP/2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Makanan dan Minuman;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.88/HK.501 |Ill{KPl2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Kawasan Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.89/HK.5Ol /MKP/2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Transportasi Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501 lMl<Pl2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Daya Tarik Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dal Pariwisata Nomor

PM.9llHK.501 /MKP|2OIO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.92/HK.5O1 IMKP l2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Pramuwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.93/HK.5O1 /MKPl2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Penyelenggaraal Pertemuan, Perjalanan Insentif,

Konferensi, dal Pameran;

Peraturan Menteri Kebudayaal dan Pariwisata Nomor

PM. 94l HK. 50 1 / MW I 20 lO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Konsultan Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.95/ HK. 50 1 / MW I 20 lO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Jasa Informasi Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.96/HK.501 /MKPl2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Wisata Tirta;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.97/HK.50f lMKPl2OlO tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

spa;

Pereturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Taiun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Praja;
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Peraturan Menteri Perdagalgal Republik Indonesia Nomor O6/M-

DAGlPE.Rlll2OlS Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAGIPER/ 4 I 2014 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,

dan Penjualan Minuman Berakohol;

Peraturan Menteri Dqlnm Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha

Karaoke atau Kafe di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2014 Nomor 15);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpa.du Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAIT:

25.

27.

Menetapkan : PERATURAIT BITPATI

PARIWIAATA.

26.

TEI{TAITG PEI{DAITTARA]{ USAHA

BAA I
XETITTUAII I'UUU

Pa.d 1

Dplam psratursr Bupati ini yalg dirnaksgd dengan:

l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutrrya disebut Dinas adalah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.

4. Badal Penaaamal Modal dan Pelayarlan Perizinan Terpa.du Satu pintu yang

selanjutnya disebut BPM-P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

5. Wisata adalal kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan pribadi atau mempelajari keunikal daya tarik wisata da'tam
jangka waktu sementara.

6. Wisatawan adaJa.l. orang yalg melakukal wisata.

7 . Pariwisata adal,ah berbagai macam kegratan wisata yang didukung berbagai
fasilitas serta layalan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah

dan/ atau pemerintah daerah.
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Kepariwisataal adatrah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata,

bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan

setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan, pemerintah,

pemerintah daerah dan pengusaha.

Usaha adalah setiap tindalan atau kegiatan di bidang perekonomian yang

dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau l,aba.

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dal penyelenggaraan pariwisata.

Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melalukal
kegiatan usaha pariwisata.

Usaha jasa perjalalal wisata adalah penyelenggaraan biro pe4'alanan wisata dan

agen perjalanan wisata.

Usaha penyediaaa akomodasi adatah usaha penyediaan pelayanan penginapan

untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya.

Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan

kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-

undangan.

Usaha jasa transportasi wisata adalah usatra penyediaan angkutan untuk
kebutuhan dan keeiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/
umum.

Usaha daya tarik urisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya

tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Usaha penyelenggaraan kegiatal hiburan dan rekreasi adalah usaha
penyelenggaraan kegratan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,

karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk
pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

Usala jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengkoordinasian

tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau
kebutuhan biro perjalanan wisata.

Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang,

penyelenggaraan perjelanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan

atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dal;am rangka penyebarluasan

informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional

dan internasional.

Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan

rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha,

penelitian, dal pemasaran di bidang kepariwisataan.
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Usaha jasa inlormasi pariqrisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature,

foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkal dalam

bentuk baian cetak dan/ atau elektronik.

Usaha wisata tirta adalah usaha penyelengga-raan wisata dan olahraga air,

termasuk penyediaan sarala dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola

secara komeftrial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Usalra spa. (solus per aqua) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan

dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah,

layanan ma-kaml/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan
menyeimbangkan jiwa dan raga dengal tetap memperhatikan tradisi dan budaya

bangsa Indonesia.

Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman !s dqlsrn

daftar ussha pariwisata.

Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha di bidang pariwisata yang berisi

hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap

pengusaln.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan TDUP adalah

dokumen resmi yang membuktikan balwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh
pengusaha telah tercantum di dalam DaJtar UsatE Pariwisata.

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan,

dan nilai yang berupa. keanekaragaman kekayaan alem, ludsys dan hasil buatan
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungal wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah
kawasan geografrs yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang

di dalarnqys terdapat daya tarik wisata, Iiasilitas umum, fasilitas pariwisata,

alcsesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya
kepariwisataal.

Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan

dan/ atau jasa pelayanan dan penyelengaraan pariwisata, termasuk
penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti
p€mesanaan tjket dan pemesanaan alomodasi serta pengumsan dokumen
pe{ialanan.

Hotel adalah penyediaal akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dnlqrn

satu bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pel,ayanan makan
dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas train.

Bumi perkemahan adalah penyediaan akomoda5i fi atem terbuka dengan

24.

26.

27.

menggunakan tenda.

34. Persinggahan karaval adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang

dilengkapi fasilitas menginap di alern terbuka dan dapat dilengkapi dengan
kendaraannya.
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ViIa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang

dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hibural serta fasilitas lainnya.

Pondok v/isata adalah penyediaan akomodasi berupa balgunan rumall tinggal

yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan

dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam

kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup

usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.

Wisma tamu atau guest house adalah sejenis akomodasi yang dapat dimiliki oleh

suatu perusahaal atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang

menginap dengan fasilitas yang sederhana yalg digunakan untuk kepentingan

komersial.

Restoran adalah usaha penyediaan makanal dan minuman dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapal untuk proses pembuatan, penyimpanan, dal
penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Rumah makan adalah usaha penyerliaan malanan dan minuman dilengkapi

dengan peratratal dan perlengkapan untuk proses penyimpalan dan penyajian,

di da-lam 1 {satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Bar/ rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-

alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,

penyimpanan, dan/atau penyajialnya, di dqlavn I (satu) tempa.t yalg tidak
berpindah-pindah.

Kafe adalah penyediaan ma,kanan ringan dan minuman ringan dilengkapi

dengal peral,atan dan perlengkapan untuk proses pembuatal, penyimpanal
dan/ atau penyajiamya dl dalam I (satu) tempat tetap yang tidal berpindah-
pindal.
Pusat penjualan makenen adalah usaha penyediaal tempat untuk restoran,

rumah makan, dan/ atau kafe dilengkapi meja dal kursi.
Jasa boga ada-lah usaha penyediaan mekanen dan minuman yang dilengkapi

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan
penyajian, untuk disajikan dilokasi yang oleh pemesan.

Minuman beralkohol adalah minuman yarrg menagndung etanol atau etil atkohol
(C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengaa cara fermentasi dan destjlasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jdan untuk kebutuhan dan

kegiatal pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angkutan sungai dan/ atau danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai
dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan
transportasi reguler/ umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

46.

43.

44.

47.



49.

50.

8

Pengelolaan pemandian air panas alarni adalah suatu usa,lm yarlg ruang lingkup

kegiatannya mengelola pemandian air panas alami.

Pengelol,aan goa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola

goa yang terbentuk secara alami.

Pengelolaan peninggalal sejarah dan bangr,rnan cagar budaya adalah suatu

usaha yang ruang tingkup kegiatannya mengelol,a peninggalan sejarah dal
bangunan cegar budaya.

Pengelolaan museum ada'lah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

mengelola museum.

Pengelolaan pemukimal dan/ atau lingkungan adat adalah suatu usaha yang

ruang lingkup kegiatannya mengelola pemukiman dan/ atau lingkungan adat.

Pengelolaal obyek ziarah adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

mengelola obyek ziarah terkait dengan keagamaan, sejarah, adat istiadat dan

kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Usaha lapangan golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan t€mpat dan fasilitas untuk berol,ahraga golf di suatu kawasan

tertentu sebagai usala pokok dal dapat dilengkapi dengan jasa peLayanan

maknn dan minum serta akomodasi.

Usaha rumah billyar (bola sodok) adalah suatu usaha yang ruang lingkup

kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga billyar sebagai

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa peLayanan makan

dan minum.

Usaln gelanggang r€nang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakaa gelanggang tempat dan flasilitas untuk olahraga berenang, tempat

berlomba renang, tribun, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan

dan minum.

Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan

dapat dilengkapi dengan jasa p€layanan makan dan minum.

Usaha lapangan badminton adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

rnenyediakan tempat dan fasilitas untuk otrahraga badminton sebagai usaha

pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan matan dan minum.

Usaha arena outbond adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakal tempat dan f;asilitas untuk permainan outbond sebagai usaha

pokok dal dapat dilengkapi dengan jasa peliayanan makan dan minum.
Usaha getranggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan tempat dan fasilitas untuk otrahraga bowling sebagai usaha pokok

dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa petrayanan makan dan minum.

5'2.
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Usaha pusat kebugaran jasmani/ frtness centle ada'lah suatu usaha yang ruang

tingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk

melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok

dan dapat dilengkapi dengaa jasa makan dan minum.

Usaha arena pacuan kuda adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan lapangan dan/ atau arena untuk kuda dengan fasilitas untuk

olahraga atau wisata serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan

makal dan minum.

Usaha gelanggan g/ lapargan futsal adalah suatu usaha yang ruarrg lingkup

kegiatamya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal sebagai

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan

dan minum.

65. Usaha arena otomotif adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan lapangan dan/ atau arena untuk kendaraan otomotif dengan

fasilitas untuk olahraga atau v/isata serta dapat dilengkapi dengan penyediaan

jasa pelayanan makan dan minum.

66. Gelanggan seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk

mel,akukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/ atau pertunjukan seni.

Usaha sanggar seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyedialan tempat dan fasilitas untuk kegiatan seni (seni tari, seni lukis, seni

kerajinan, seni peraa, seni pahat dan/atau seni lainnya).

Usaha galeri seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan/ memamerkan dan/ atau

menjual karya seni serta juga memiliki fungsi yalg komplek untuk menggarap,

memelihara, menghidupkaa dan menyebarluaskan karya seni dari pa.ra seniman.

Usaha gedung pertujukan seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup

kegiatamya menyedialan gedung tertutup dengal fasilitas untuk pertunjukan

seni budaya serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan

dan minum.

Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar flim sebagai usaha pokok dan

dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Usaha salon adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediskan

tempat dan fasilitas untuk memotorg /menata,/ merawat rambut dan merias

wajah dengan bahan kosmetika.

Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan

fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Usaha kelab malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan

tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup pertunjukan

lampu dan menyediakal jasa peliayanan makan dan minum pramuria.

72.

73.
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Usaha diskotek adalah usala yang ruang lingkup kegiatamya menyediakan

tempat dalr fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai ata'ksi

pertunjukan lampu tanpa pertujukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa

pel,ayanal makan dan minum.

Usaha pub/ rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatarmya

menyedial<an tempat dan fasilitas untuk pertunjuken musik hidup dan

pertunjukan dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanarr malan dal minum.

Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas

pemliatan dengan tenaga pirjat yang terlatih.

Pijat refleksi adala-h suatu kegiatan pijat di titik-titik tubuh tertentu yang

dilakukan dengan alat tangan dan benda-benda liain berupa kayu, plastik, atau

karet, yang dilakukan oleh terapis dengan keahlian khusus dan mempunyai

pengetahuan tentang saraf-saraf manusia.

Usaha taman rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup keeiatannya

menyediakal tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaraa

jasmani dan rohali yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan

ketrudaya.an sebaga.i usa-tra pokok di suatu kawasa,n tertentu yang dapat

dilengkapi dengal penyediaan jasa pelayanan makal dan minum serta

akomodasi.

Usaha taman bertema adalah suatu usaha yarrg ruang lingkup kegiatannya

menyedialan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran

jasmani dan rohani yang mengandur unsur hibural, pendidikan dan

kebudayaal dengal tema tertentu sebagai usala pokok disuatu kawasan

tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pel,ayanan makan dan

minum serta akomodasi.

Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi

dengan atau tanpa pemandu.

Jasa impresariat/ promotor adalah usaha pengumsan penyelenggaraa-n hiburan,

berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/ atau

oLahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh

artis dan/ atau olahragawan yang bersangkutan.

Event Organizer adalah suatu tatanarr penyelenggaraal program/ acara secara

sengaja dan tetrah diprogramkan atau dilakukan perencanaan serta evaluasi yang

terperinci.

Wisata memalcing adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok

dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

Arung jeram adalah suatu aktivitas manusia dal.ern 6slgarungi sungai dengan

mengandalkan keterampilan dan kekuatan fisiknya untuk mendayung perahu

yang berbaha-n lunak yang secara umum diterima sebagai suatu kegiatan sosia-I,

komersfl dan ol,ah raga.

75.

77.
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Usaha wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan oLah

raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yalg

d.ikelola secara komersial di perairal sungai, danau, dan waduk.

Ussha wisata dayung adalqh suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas w"isata dayung

sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan

minum.

usaha wisata perahu motor adalah suatu usaha yarrg ruang lingkup kegiatannya

menyediakan peralatan atau perlengkapan daI]/ atau fasilitas untuk wisata

perahu motor sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa

malan dan minum.

Usaha wisata sepeda air adalal suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya

menyediakan peralatan atau perlengkapan dan/ atau fasilitas untuk wisata

sepeda air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa

makan dan minum.

Badan usaha adalah seketrompok orang dan/ atau modal yang menjalankal jenis

usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang

didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis

usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan'

Usaha mikro adalah usaha produktif milik psl6langan dan/ atau badan usaha

pemrangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukart

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaaa atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

bagian baik langsung maupun tida-k Iangsung dari usaha menengah atau usaha

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pemeriksaan adalah seralgkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata.

BIIB tr
TUJUAIT

Pergl2
Pendaftaran usaha pa.riwisata bertujuan untuk :

a. menjamin kepastian hukum da'lam menjalankal usaha pariwisata bagi

pengusala; dan

b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan

mengenai hal-hal yang tercantum datarn Daftan' Usaha Pariwisata.

89.

90.

91.

92.

93.
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BAB Itr
USAEA P,ARIETAA'TA

B.gfas l(oretu
Umum

Paral 3
(1) Setiap pengusaha yang melalukan kegiatan usaha pariwisata, memitiki

dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha

Pariwisata atau TDUP.

(21 Pemberian TDUP sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenalan biaya.
(3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapa.t menyelenggarakan

usaha parirrisata.

(4) Usala pariwisata sebaqaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi :

a. jasa perjalanan wisata;

b. penyediaana-komodasi;

A c. jasa makanqn dan minuman;

d. kawasan pariwisata;

e. jasa transportasi wisata;

f. daya tarik wisata;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreas!
h. jasa pramuwisata;

i. jasa penyelenggaraan pertemuan, pe{alanan insentif, konferensi, dan
pameran;

j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa informasi pariwisata;

l. wisata tirta; dan

m. spa.

Beglan Kedue

Ucahs Je.a PorJalanan Wlreta

Pa$l 4
(1) Pendaftaran usaha jasa perjalanal wisata meliputi seluruh jenis usaha dalarn

bidang usaha jasa perjalanan wisata.

12) Bidang jasa perja.lanan wisata meliputi jenis usaha :

a. bim perl'alanan wisata; dal
b. agen perjalanan wisata

Par.l 5
(l) Pendaftaran usaha sebagaima:ra dirnsksudl dalam pasal 4 ayat (1) dlilakukan

terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualaa.
(21 Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam pasar 4 ayat (1) direkukan oleh

pengusaha.



(3)

(4)

l3

Pengusaha biro peqialanan wisata sebagaimana dima-ksud dplam Pasal 4 ayat (21

huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadal hukum.

Pengusaha agen perjele nar wisata s€bagaimana dimaksud dalam ps52! 4 ayat (21

huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaln Indonesia

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasel 6

Kegiatan usaha bao perjalanal wisata sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf a meliputi :

a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen pedrlanan wisata,

antara Lain : sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata

lainnya terut€ma yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket

wisata;

b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkal
melalui agen perjal,anan v/isata dan/ atau menjualnya langsung kepada

wisatawaa atau konsumen;

c. penyediaal Layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata

yang dijual;

d. penyediaan layanan angkutan wisata;

e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konferensi dan tiket pertunjukan
seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;

f. pengurusan dokumen perjalanan berupa pa.spor dan visa atau dokumen l,ain

yang dipersamakan; dan

g. penyelenggaraan pe{alanan ibadah keagamaan.

Penyelenggaraan perjalsnar ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Psrd 7
Badan usaha yang menyelenggarakan usaha biro perjalanan wisata diwajibkan
untuk :

a. memenuhi jenis kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/
atau diianjikal dalam pzket wisatai

b. memberikan pel,ayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan
pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui
biro pe{alanan wisata; dan

c. menynrnpaikan laporal perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan
tepat waktu kepada Dinas.

Badan usaha yarrg menyelenggarakan usaha biro perjalanan wisata bertanggung
jawab atas keselnrnatan wisatawan yang melakukan pe{alanan wisata

berdasarkan paket wisata ya-ng dijualnya.

(1)

(2t

(1)

(21
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PE alt
Kegiatan usala agen pe{alanan wisata sebagaimana dimaksud 6alam Pasal 4 ayat (21

huruf b meliputi :

a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam

negeri maupun luar negeri;

b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh bim pedalanan wisata;

c. pemesanan alomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta

kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan/atau
d. f,engurusan dokumen pe{atanal berupa paspor dan jasa atau dokumen lain

yang dipersa m akan.

Psrsl 9
Badan usaha yang menyelenegarakan usaha jasa agen perjalanan wisata diwajibkan
untuk :

n a. memberikan pelayanan s€cara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan
jasa pemesanan dan pengurusal dokumen yang ditakukan;

b. memperhatikan norma dan kelaa;inart yang berla-ku bagi penyediaan jasa
perantara, dalam haf mebl<ukan penjualal paket wisata yang dikemas biro
perjalalan wisata; dan

c. menyampaikan laporan perkembangankegiatan usaha secara berkala dan tepat
waktu kepa.da Dinas.

Bagfan Keqge

Urahr Pcayodtaa.n Atornodart
P.rd lO

(1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi meliputi seluruh jenis usa-ha dalarn
bidang usaln penyediaan a_komodasi.

l2l Bidang usaha penyediaan alomodasi meliputi jenis usaha :

a. hotel;

b. bumi perkemahan;

c. persinggahankaravan;

d. vila;

e. pondok wisata; dan
f. akomodasi lain.

(3) Jenis usaha hotel sebagaimana dirnsksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-
jenis usaha :

a. hotel bintang; dan

b. hot€l non-bintang.

(41 Jenis usaha akomodasi tain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
meliputi sub-jenis usaha :

a. mote! dan

b. wisma tamu atau guesthouse.
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Paral 11

(1) Pendaftaran usaha penyediaen akomodasi sebagaimana dimaksud dqlqrn Pasal

l0 dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila,

pondok wisata, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.

l2l Pendaftaral yalg dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahal, persinggahan

karavan, vila, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa.

jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau

spa yang diselenggaralan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel bumi

perkemahan, persinggahan karavan, vil,a, dan akomodasi lain yang sama serta

merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yalg bersangkutan.

(3) Pendaftaran usaha penyerliaan akomodasi sebagaimana rlirn2ft5gd dqlarn Pasal

10 dilakukar oleh pengusaha.

(4) Pengusaha penyediaal akomodasi sebagaimana dimaksud dqlarn pssal 10 ayat

(2) huruf a serta Pasal 10 ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia

berbadan hukum.

(5) Pengusaha penyediaan akomodasi S€bageim6ns dimaksud flslam pasal 10 ayat

(2) huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal l0 ayat (4) huruf b dapat berbentuk
badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berLaku.

(6) Pengusaha penyedinan akomodasi sebagaimana dimaksud delam Pasal 10 ayat

(2) huruf e merupakan usaha perseorangan.

Pard 12

Badan usaln atau perorangan yang menyediekFn usaha a-komodasi diwajibkan
untuk :

a. menyediqken sarana dan fasilitas keselamatan dan kea'nanan;

b. menjaga citra dan mencegalr pengguna€rn usaha akomodasi untuk kegiatan yang

mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan obat-obat

terlarang/napza. dan semua perbuatan yang melanggar norma agama dan

kesusilaan;

c. menjaga kebersihan dan kesehatan tingkungan;

d. menjamin dal bertalggung jawab atas kesetramatan dan keamanan tamu; dan
e. menyampaikan laporan perkembalgankegiatan usaha secara berkal,a dan tepat

waktu kepada Dinas.

Baglaa Kecnpet
Uraho Jera flolonolt dan launea

Pa:d 13

(1) Pendaftaran usaha jasa mekanarl dan minuman meliputi seluruh jenis usaha
dalern lid61g usaha jasa makanan dan minuman.
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t2t Bidalg usala jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :

a. restoran;

b. rumah makan;

c, bar/ rumai minum;

d. kafe;

e. pusat penjualan makanarr; dal
f. jasa boga;

Pa:al 14

Pendaftaran usaln pariwisata dilakukan terhadap :

a. restoran, rumah makarr, bar/ rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada

setiap lokasi; atau

b. setiap kantor jasa boga.

Pendaftaran Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud datem

Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.

Pengusaha jasa makanan dal minuman sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 13

ayat (21 berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia

berbadan hukum atau tida-k berbadan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang bertraku.

Psrd 15

Usaha jasa makal dan minum sebagaimana drmaksud dqlarn pssal 13 ayat (2)

dibedalan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang

disedialan.

[alsm pelaksanaan keqiatan usa]ra sebaeaimana dimaksud delqrn pasal 13 ayat
(2) dapat diselenggarakan kegiatan penunjang berupa pertunjukan atau hibural.
Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa mnknn.ert dan minuman

diwajibkan untuk :

a. menjaga citra usaha;

b. mencegah pelanggaran kssusila,rn, etika dan moral serta ketertiban umum;
c. menjaga kebersihan dal kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan

pengelolaan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan

dan peralatan untuk menghidangkan makanal dan minuman; darr

d. menyampaikan traporan perkembangankegiatan usaha secara berkala dan

tepat waktukepada Dinas.

Bagha Kellua
Uroha Keseran PedrLsta

Pstal 16

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata

pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

(l)

l2)

(3)

(1)

(21

(3)

(r)
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{21 Pendaftaran usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)

dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk

badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pe.al 17

(l) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

diselenggarakan oleh badal usaha yang kegiatan usahanya meliputi :

a. penyediaan dan penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana

sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pa.riwisata;

b. penyediaan dan penyewaan fasilitas pendukung trainnya; dan/atau
c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjalg kegiatan usaha

pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

(21 Selain kegiatan sebagnimsna dimaksud pada ayat (1), badaa usaha dapat juga

,A menyelenggarakan sendiri usaha pa.riwisata lain dalam kawasan pariwisata yang

bersangkutan.

(3) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata diwajibkan
untuk :

a. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana dengan

memperhatikan kepentingan kelestarial lingkungan;

b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan
perasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;

c. memperhatikan keblialsanaan pengembangan wilayah daerah yang berlaku
dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk
berperan ssrta dalean kegiatan usaha pariwisata di d6'l.em kav,,asan

pariwisata; dan
 , d. menyempaikan laporal perkembangalkegiatan usaha secara berkela dan

tepat waktu kepa.da Dinas.

(4) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilnkukan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana
pengembangan kepariwisataan.

(5) Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh menguralgi tanah pertanian dan
tidak dilalukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya
qlaln d6I [riggtaq/an.

Badaa Keenam

Uraha rlata Tranrpottarl Wfuata

Paral 18

(U Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam
bidang usaha jasa transportasi wisata.
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(21 Bidang jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :

a. angkutan jalan wisata; dan

b. angkutan sungai dan danau wisata.

Paral 19

(l) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor

usaha jasa transportasi wisata yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan,

kapal atau kereta api.

l2l Pendaftaran usaha jasa transportasi qrisata sebagaimana dimaksud da-lam Pasal

18 ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usalra Indonesia

berbadal hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pe.al 20
Badal usaha yang menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata diwajibkan
untuk :

a. memenuhi jenis dal kualitas jasa transportasi wisata;

b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;

c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan; dan
d. menyampaikan laporan perkembangaakegiatan usaha secara berkala dan tepat

waktu kepada Dinas.

Baglaa KetuJuh

U:aha Daya Tartl Wbatr
Pa.d 2l

(l) Pendaftaran usaha daya tarik wisata meliputi seluruh jenis usaha datam bidang
usaha daya tarik wisata.

(21 Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik
wisata.

(3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana rtirnaksud pada ayat (2)

meliputi sub-jenis usaha :

a. pengelolaan pemandian air panas alami;

b. pengelol;aan goa;

c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton,
prasasti, pertilasan, dan baagunan kuno;

d- pengelolaan museum;

e. pengelotraal pemrrkirnsl dan/atau lingkungan adat; dan

f. pengelolaal obyek ziarah.
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Ptsal22
(1) Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (3) dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.

(21 Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
ayat (3) dila]rukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2l ayat (3)

berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan

hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangaa yang berlaku.

Pard 23

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha daya tarik wisata diwajibkan untuk :

a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanal serta menjamin

kesele matan pengunjung;

b. mempekerjakan pramuwisata dan/ atau tenaga ahli yang merniliki keterampilan
- yang dibutuhkan;

c. menjaga kelestarian obyek dal daya tarik wisata budaya serta tata

lingkungannya;

d. mencegah te{adinya pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta penggunaan

minuman keras dan narkoba.

e. menyampa.ikan l,aporan perkembalgan kegiatan usaha secara berkala dan tepat

waltu kepa.da Dinas.

Bagisn Kodelepan

Ulata Penyelerygana! Keglataa Hlburan dan Relreaci
Paral 24

(1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi

- seluruh jenis usaha ds'lam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
rekreasi.

(21 Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis

usaha:

a. gelanggang ol,ah raga;

b. gelanggang seni;

c. arena permainan;

d. hiburan 6alam;

e. panti pljat;

f. taman rekreasi;

C. karaoke; dan

h. jasa impresariat/promotor.
(3) Jenis usaha gelanggang otrahraga sebagaimana rlimzft5rrd pada ayat (2) huruf a

meliputi sub-jenis usaha :

a. lapa.ngan golt
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' b. rumah bilyar;

c. gelanggang renang;

d. l,apangan tenis;

e. lapangan badminton

f. Arena outbond

g. gelalggang bowling;

h. pusat kebugaran;

i. arena pa.cuan kuda;

j. lapangan futsal dan

k. arena Otomotif.

(4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b
meliputi sub-jenis usaha :

a. sanggar seni;

b. galeri seni;
,  c. gedung pertunjukan seni;

d. bioskop; darr

e. salon.

(5) Jenis usaba hiburan malam sebagaimana rlimaksud pada ayat (2) huruf d
meliputi sub-jenis usaha :

a. ketrab rnclem;

b. diskotik; da:r

c. pub.

(6) Jenis usaha panti piiat sebagaimana dimalsud pada ayat (2) huruf e meliputi

sub-jenis usaha :

a. panti p{ja! dan

b. piiat refleksi.

\_ l7l Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
meliputi sub-jenis :

a. taman rekreasi; dan

b. taman bertema.

(8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana rlirnaksud pada ayat (2)

huruf h meliputi sub.jenis:

a. jasa Impresariat/promotoq dan

b. event Organizer.

Pa.d 25

(l) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebaga ims1z

dirnaksud dalap ps5s1 24 ayat (2) dilakukan terhadap penyelenggaraan kegratan

hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.

(21 Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana

dima-ksud dalam Pasa-l 24 ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.
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(3) Pengusatra penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana

rlirnaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, ayat (6) dan ayat (8) huruf a

berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(41 Pengusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana

dimaksud dalem Pasal 24 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5) seLain huruf a,

ayat (71, ayat (8) selain huruf a, dapat merupa-kan usaha perseora:egan atau

berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha

pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

(6) Badal usaha yang menyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi diwajibkan

untuk :

a. mencegalr terjadinya pelalggaran kesusilaan, prostitusi, etika dan moral

serta penggunaan minuman alkohol dan narkoba;
A b. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para tamu

dan pengunjung;

c. memenuhi dan memelihara persyaratan sanitasi dan hygiene dalam

lingkungan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaftu; dan

d. menyampa,ikan laporan perkembangankegiatan usaha secara berkala dan

tepat waltu kepada Dinas.

l7l Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa-I

24 bertanggung jawab atas keamanan d6n [gselematan temu dan/ atau

pengunjung.

Bagtu Xercmbllan

Ulahe rlere Framurtrata
Pard 26

(1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

l2l Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha jasa pramuwisata berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk

badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berla-ku.

Palnl27
(1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata sebagaimala dimalsud dalam Pasal 26

meliputi kegiatan penyediaan tenaga pramuwisata dal/ atau mengkoordinasikan

tenaga pramu\rdsata lepas untuk memenuhi kebutuhal wis,atawan secara

percrangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
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Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud

pada ayat (f) hanya dapa.t dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata

yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan yang ada.

Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengal tetap memp€rhatikan persyaratan profesionalisme tenaga

pramuwisata yang bersangkutan.

P8r.l 28

Badan usaha yang menyelenggara-kan usaha jasa pramuwisata diwajibkan untuk :

a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi ketrampilan yang

berlaku;

b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga

pramuwisata yang bersangkutan; dan

c. menyernpaikan laporan perkembangankegiatan usaha secara berkala dan tepat

waktu kepada Dinas.

Bagfan Besepuluh

Uraha Jara Penyelerggaraan Pettemuan'

PorJalaaan larentlf, Koafereanl, daa Paoetaa

Perat 29

Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, peialanan insentif'

konferensi, dan pameran meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Bidang usaha penyelenggaraan pert€muan, perjalanan insentjf, konferensi, dan

pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, pe{alanan insentif,

konferensi, dan pameran.

Pard 30

Pendaftaral usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,

konferensi, dan lmmeran sebagaimana dimaksud dalern p43sl 29 ayat (11

dilakukan terhadap setiap kantor.

(2) Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, pe{alanan insentif,

konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan

pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berbentuk badan usaha

Indonesia berbadan hukum.

(1)

t2l

(1)
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Pa$l 31

(l) Kegiatan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan

pameran sebagaimana dirnalsud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi :

a. penyelenggaraan kegiatan konferensi, antara lain:
1. perencanaal dan penawaran penyelenggaraan konferensi;

2. perencanaan dan pengelolaan anggaral penyelenggaraan konferensi;

3. pel,aksanaan dan penyelenggaraan konferensi; dan

4. pelayanan terjemahan simultan.

b. perencanaan dan penyelenggaraan program peq'alanan insentif;

c. perencanaan dan penyelenggaraan pemeran;

d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama

dan sesudah konferensi;

e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konferensi, pe{alanal
insentif dan pameran; dan/atau

f. kegiatan l,ain guna memenuhi kebutuhal peserta konferensi, perjalanan
- 

insentif dan pameran.

(2) Kegiatan sebagaimana rlirnaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, dan huruf c
merupa-kan kegiatan pokok yang wajib diselenggara-kan oleh badan usaha jasa

penyelenggaraan pe{alanan insentil konferensi, dan pameran.

Pe.al 32

Badan usaha yalg menyelenggarakan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan

insentif, konferensi, dan pameran diwajibkan untuk :

a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan/ atau dijanjikan dalam

penawaran penyelenggaraal konferensi, psrjqlanan insentif dan pameran.

b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatal konferensi

dan pameran sesuai ketentuan yang berlaku.

c. bertanggung jawab atas kgselqrnstan wisatawan yang melakukan perjalanan

wisata berdasarkan program perja'lansn insentif yang dijualnya; dan

d. menyempaikan laporan perkembangalkegiatan usaha secara berkala dan tepat

waktu kepada Dinas.

Bcqlen Kerebeler

Ucahg Jarg Konrulten P.stwt ata

Paral 33

(l) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

(21 Pendaftaral usaha jasa konsultan pariwisata rlilqkukal oleh pengusaha.

(3) Pengusaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia

berbadan hukum.
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P8t8l 34
(l) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 meliputi :

a. penynmpaian pandangan dan saran di bidang pariwisata;

b. penyusunan studi ketrayakan;

c. perencanaan, pengawasan dal manajemen pariwisata;

d. penelitian di bidang pariwisata; dan

e. penelitian di bidang pemasaran pariwisata.

(21 Badan usaha jasa konsultan pariwisata didirikan semata-mata untuk
menyediakan jasa konsultan di bidang pariwisata.

Pacal 35

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konsult€n pariwisata diwajibkan
untuk :

a. menjrmin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan;
b. secara terus menerus mela,kukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli

yang bekerja pada perusahaannya; dan

c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat

wa.lrhr kepada Dinas.

Beglarr lleduebolas

Urahe Jasa Iaformarl Partrtratq
Pcasl 36

(1) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

l2l Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha jasa informasi parftdsata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan

: hukum.

Pa.al 37
(1) Kegiatan usaha jasa informasi pariv/isata 56lqgaimana dimaksud dalem Pasal

36 meliputi :

a. penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana

pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan
oleh wisatawal;

b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi Iain yang

diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektr.onik atau media lain;

dan

c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, a_komodasi, restoran,
penerbangal, angkutan darat da.Ir angkutan laut.

(21 Penyelenggara usaha jasa informasi parivdsata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.
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Pa$l 38
Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata diwajibkan
untuk :

a. menjemin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa informasi yang diberikan;
b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan pmfesionalisme tenaga ahli

yang bekerja pada perusahaannya atau kelompoknya; dan
c. menypmpeikam laporan perkembangaa kegiatan ussla secara berkala dan tepat

waktu kepada Dinas.

Baglaa Kettgabolar

Urahs Wtreta Tlrta
Palal 39

(l) Pendaftaran usaha wisata tirta metiputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha
wisata tirta.

(21 Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha wisata sungai, danau darr waduk.
- (3) Jenis usaha wisata tjrta sebagaimana dimalsud pada ayat (2) meliputi sub-jenis

usa.ha :

a. wisata memancing;

b. wisata arung jeram;

c. wisata dayung;

d. wisata peralru motor; dan

e. wisata sepeda air.

Petd.lO
(1) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimaaa dimaksud datam pasal 39

dilakukan terhadap setiap kantor.

(2) Penda-ftaran usaha wisata tirta sebagaimana rtimaksud dalam pasal 39
dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha wisata tirta sebagaimana dimaksud datam pssal 39 berbentuk usaha
perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau
tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Paral 41

Badan usatn yang menyelenggarakan usaha sarana wisata tirta diwajibkan untuk :

a. menyediakan sarana dan Ilasilitas keamanan dal kesetamatal wisatawan
termasuk penyediaan tenaga SAR;

b' mempekerjalan pramuwisata atau tenaga ahti yang tetrah memiliki keterampilan
yang dibutuhkal;

c. memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko
tinggi;
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menjernirr dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;

dan

menyempaikal laporan perkembangankegiatan usaha secara berkala dan tepat
walrtu kepada Dinas.

Bsgtar l(ecapatbolas
Uraha 9pa

Pasl 42
(l) Pendaftanan usaha spa dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.
(21 Penda-ftaran usaha spa dilakukan oleh pengusaha.

(3) Pengusaha spa berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha
Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengal
peraturan perundang-undangan yang bertraku.

Pa.al 43
(1) Badan usaha, usaha perorang€rn atau usaha sekelompok orang yang

menyelenggaralan usaha spa sebagaimana dimzksud datam pasal 42 harus
memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

a. mempunyai tenaga pmfesional da_lam jumlah dan kualitas yang memadai;

dan

b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

(21 Pendaftaran usa-tra spa meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa..

(3) Usaha spa sebagaimana dirnaftsq6 pada ayat (1) meliputi jenis usahaperawatan
yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma,

piiat, rempah-rempa.h, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas
fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dal raga dengan tetap
memperha.ik n tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pr.al4,4
Badan usaha yang menyelenggarakan usaha spa diwajibkan untuk :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai
yang hidup dalqtn masyaraka!

b. memberikan kenygmarlarl, keramahan, perlindungan keamanan dan
keseleInatan;

c. mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, pmstitusi, etika dan moral serta

penggunaan minuman alkohol dan narkoba; dan

d. menyampa.ikan laporan perkembangal keglatan usaha secara berkala dan tepat

waktu kepa.da Dinas.
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BAB N'
TATA CARA PEIIDATIARAI|

Baglsa Koratu
Umum

Pa.d 45

Tata cara pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

b. pemeriksaal berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

c. survey lokasi/pemeriksaan kondisi faktua-l lapangan terhadap usaha pariwisata;

d. pencanturran [6 dalem Daftar Usaha Pariwisata;

e. penerbitan Tanda Da-ftar Usaha Pariwisata; dan

f. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

faglcn t(6{qg
Perdrfteraa U..h. PcrlsL.ts

P.lal 45

(1) Permohonan penda-ftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dele6 passl

45 disempaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BPM-

P2TSP, ditandatangani oleh pemohon dan menggunakan bahasa Indonesia,

dengal format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati

ini.

b. 6slqrnpirkan persyaratan:

1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);

2. fotokopi akta pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada,

untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;

3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi jenis usaha yang

dipersyaratkan;

4. fotokopi Izin Gangguan (HO) bagi jenis usaha yang dipersyaratkan;

5. fotokopi dokumen lingkungan hidup 16114p41/UKLUPL/SPPL) bagi jenis

usaha yang dipersyaratkan;

6. fotokopi izin operasional bagi usaha jasa transportasi wisata;

7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

8. fotokopi bukti hak atas tanah;

9. daftar isian yang tel,ah ditetapkan; dan

10. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakal.
(21 Pengusaia wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (f) adalah absah, benar dan sesuai dengan

fakta.
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Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangal dibebaskan dari keharusan untuk
melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaln perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagnimsl6
dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan
keinginan sendiri.

lagton l16flg9

Pctncrlt3aal Berlas Permohoneu

Parsl 47
BPM-P2TSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

Apabila berdasarkan pemeriksaal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum
memenuhi kelengkapal, kebenaran, dan keabsahan, mal<a akan diberitahukan
secara tertulis kekurangan yalg ditemukan kepa.da pengusaha paling lambat
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonal pendaftaran usaha
parirffisata diterima.

BPM-P2TSP dalqm jangka waktu paling lems 7 (fujuh) hari kerja sejak tangga-l

diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ha-rus

melakukan sebagai b€rikut:
a. pemeriksaan berkas permohonan; dan

b. survey Lokasi/ pemeriksaan kondisi faktual lapangan

Apabila dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari ke{a sejak permohonan pendaftaran

usaha pariwisata diterima tidak ada pemberitahuan kekurangan maka

permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagfan Keenpet
Surwey Lots.t / PeuealLraeE Kondlsl fathrd Lapaogaa

Pa.el t+8

BPM-P2TSP melakukan kunjungan lokasi terhadap usaha pariwisata pemohon

yang sudah lengkap persyaratannya dengan maksud mengecek data dokumen

yang diterima disesuaikan dengan kondisi faktual di laFangan.

Hasil pemeriksaan data dengan kondisi faktual di I;apangan dituangkan dalam

bentuk Berita Acara sebagai pertimbangan Pencantuman Tanda Daftar Usaha

Pariwisata dan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pencantuman Talda Daftar Usaha Parirrisata dan Penerbitan Tanda Daftar

Usaha Pariwisata sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dilakukan setelah

terlebih dahulu mendapa.tkan persetujuan Bupati.

(1)

(2t

(3)

(4)

(l)

(2t

(3)
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Begter Kellma

Pence[tuEan Ko Dalam Daftar Uraha Parlwt st
Peral 49

Obyek pendaftaran usaha pariwisata dicantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

paling lemb,at I (satu) hari kerja setelal permohonan pendaftaran usaha pariwisata

dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dal absah.

Pa.d 50

Da,ftar Usaha Pariwisata berisi :

a. nomor pendaftanan usaha pariwisata;

b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

c. nama pengusaha;

d. atemst pengusaha;

e. nama pengums badan usaln untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;

f. jenis dan/atau nama usaha;

C. merk usaha apabila ada;

h. nama dan lokasi bagi usala daya tarik wisata dan usaha kawasan pariwisata;

i. fasilitas yang dimiliki bagi usaha penyerliaan akomodasi;

j. kapasitas yang tersedia bagi usaha penyerliaan akomodasi, usaha jasa

transportasi wisata dan usaha jasa maka-nan dan minuman;

k. Alernat katrtor usaha pariwisata ;

l. nomor al<ta pendirian usaha dan p€rubahannya apabila ada untuk pengusaha

yang berbentuk badal usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk
pengusaha perseorangan;

m. nama izin dan nomor izin teknis, dan/ atau izin operasional serta nama dan

nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal

- sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan

o. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara

pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha

pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha parilIisata.

Pard 51

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/ atau dokumen

elektronik sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Baglaa KoGlaD
Penerbltaa Tanda Daftar Uraha Padwlrata

Palal 52

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 5O,

diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga)

hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
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Pe$t 53

Tanda Da-ftar Usaha Pariwisata berisi :

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;

b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

c. nama pengusaha;

d. atarnat pengusaha;

e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badal usaha;

f. jenis dan/atau nama usaha;

g. merk usaha apabila ada;

h. nama dan lokasi bagi usaha daya tarik wisata dan usaha kawasan pariwisata;

i. fasilitas yang dimiliki bagi usaha penyediaan akomodasi;
j. kapasitas yang tersedia bagi usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa

transportasi wisata dan usaha jasa makalan dan minuman;

k. alamat kantor;

l. nomor al<ta pendirian usala dan perubahannya apabila ada untuk pengusaha

yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk
pengusaha perseorangan;

m. nama izin dan nomor izin teknis, dal/atau izin operasional serta nama darr

nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

n. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitka-n Tanda Daftar Usaha

Pariwisata; dan

o. tanggal penerbital Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Beda! KetuJuh

Peautathlraa Daftar Uraha PartsLat
Pesd 54

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada BPM-P2TSP permohona,n

-- pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan

kondisi terhadap hal yang tercantum di da'lpm Daftar Usaha Pariwisata paling
'lambat 30 (tiga puluh) hari ke{a setelah suatu perubahan terjadi.

(21 Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan

dokumen penunjang yang terkait.
(3) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l ada-lah absah, benar dan

sesuai dengan fal<ta.

(41 BPM-P2TSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha
pariwisata belum memenuhi kelengkapal, kebenaran dan keabsahal BPM-

P2TSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada

pengusaha.
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(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan

kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan paling larubat

dslam jangka waltu 3 (tiga) hari ke{a sejak permohonan pemutakhiran Daftar

Usaha Pariwisata diterima BPM-P2TSP.

l7l Apabila BPM-P2TSP tidak memberitahuan secara tertu[s kekurangan yang

ditemukan da'lam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan,

pemutal<triran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

(8) BPM-P2TSP mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

flaling lamb,at 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar

Usaln Pariwisata dinyatalan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

(9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan BPM-P2TSP

menerbitlan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada

pengusala paling lpmfo61 dalam jangka waktu 3 (tige) hari kerja setelai
pencantuman pemutakhirarr ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

(10) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimala dimaksud

pada ayat (9), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku tag:.

(11) Pengusaha mengembalikan Tanda Da-ftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada

BPM-P2TSP.

BAB V

HAI( DAIT IIEWA.'IBAIT

Perd 55

Pengusaha yang memiliki TDUP berhak :

a. melakukan kegiatan usala pariwisata; dan

b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pengusaha yang memiliki TDUP berkewajiban :

a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dal budaya

yalrg hidup dan berkembang dqlsrn nn2syarakat setempat;

b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;

d. memberikan kenyem6la1, keramahan, perlindungan keamanan dan

keselematal wisatawan;

e. memberikan perlindungan asuransi pada konsumen usaha pariwisata

dengan kegiatan yang beresiko tinggi;

f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi

setempat yang saling memerlukan, mempe rkuat dan menguntungkan;

C. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam

negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

h. meningkatkan kompetensi tenaga keda melalui pendidikan dan pelatihan;

(1)

t2t
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i. tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing

tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. berperan alrtif dalam upaya pengembangan prasarana dan program

pemberdayaan masyarakat;

k. turut serta mencegah segatra bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaal
dan kegtatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usaha;

l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;

m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

n. menjaga citra daerah melalui kegiatal usaha pariwisata secara bertanggung
jawab;

o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyampaikan laporan apabila terdapat perubahan usaha; dan

q. menempatlan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas

dan masyarakal

BAA VI

PEUBDI{I'AT STUETTARA DA.il PEUBATALAT

Bagtaa Keratn
Pembeluaa Ecncatara

Pard 56

(1) BPM-P2TSP dapat membekukan sementara Tanda Dafta-r Usaha Pariwisata jika
pengusaha :

a. terkena sa-nksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka

wal<tu 6 (enam) bular atau lebih.

(21 Tanda Da-ftar Usaha Pariwisata tida-k berlaku untuk sementam apabila

pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

(3) Pengusaha wajib menyerahlan Talda Daitar Usatra Pariwisata kepada BPM-

P2TSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal

sebagaimana dima-ksud pada ayat (l).

Pasal 57

(1) Pengusaha dapa.t mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar

Usaha Pariwisata apabila telah :

a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ssfoqgairnana dimalsud dslern pasal 56 ayat (1) huruf a; atau
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(4)

(s)

(6)
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f. 66miliki kemampuan untuk menyelenggaral<an kembali kegiatan usaha

pariwisata sebaeaimana dirnsksud delarn p6ssl 56 ayat (f ) huruf b.

(21 Pengajuan permohonan p€ngaltifan kembali TDUP dengan memenuhi syarat

sebagai berikut :

a. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari pengusaha yang

menyatakan kesanggupamya untuk tidak melanggar ketentuan

sebagaimala rlirnaksud dalam Pasal 56 ayat (1);

b. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi

pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementa,ra kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud da'larn Pasal 56 ayat (1) huruf a; atau

c. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari pengusaha yang

menyatalan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan

usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b.

Pengusaha wajib menjarnin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pengusaha yang telah mengajukal permohonan dengan benar, jelas dan lengkap

sebagaimala dimaksud pada ayat (2) diberi tanda dan tanggal penerimaan

permohonan pengaktifan kembali TDUP dengan mencantumkan nama dokumen

yang diterima.

BPM-P2TSP melaksanakan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan berkas

permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditemukan dokumen permohonan masih kurang, belum memenuhi kebenaran

dan keabsahal, BPM-P2TSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang

ditemukan kepada pengusaha.

BPM-P2TSP dalam jangka waktu paling lena Ql (dua puluh satu) hari ke{a

sejak tanggal diterima permohonan harus melakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan pemberitaluan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6).

Apabila dalam jangka waltu sebagaimana dimaksud pada ayat (71 telah lewat

dan BPM-P2TSP tidak melakukan pemeriksaal sebagaimana dimalsud pada

ayat (5) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan

penga-ktifal kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.

BPM-F2TSP metrakukan kunjungan lokasi atas permohonan yang sudah lengkap

dengan ma,ksud untuk mengecek data dokumen yang diterima disesuaikan

dengan kondisi obyektif di trapangan.

BPM-P2TSP mencantumkan permohonan pengaltifan kembali TDUP ke da'lam

daftar usaha pariwisata paling lama I (satu) hari kerja setelah permohonan

pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar, absah dan

dilakukan kunjungan lokasi sebagaimana dimalsud pada ayat (9).

(8)

(e)

(10)
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menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha dalarn jangka waktu paling lama

3 (tiga) hari kerja setel,ah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dplam

daftar usaha pariwisata.

Baglaa Kedua

Peabetdaa
Pard 58

(l) BPM-P2TSP membatalkan Tanda Daltar Usaha Pariwisata jika pengusaha :

a. t€rkena sanksi penghentian tetap kegiatal usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu

f (satu) tahun atau lebih; atau

c. membubarkanusahanya.

l2l Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
' (3) Pengusa}a wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada BPM-P2TSP paling

lambat dalan jangka waktu 14 (empat belas) hari keda s€telah mengalami hal

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)'

BAB VII
LARAf,GA'r

Pa.d 59

Badan usaha atau orang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha pariwisata

dilarang untuk :

a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan

dari BPM-P2TSP;

b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

c. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan

dan/atau prostitusi; dan

d. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan

pemakaian obat-obat terlarang.

BABVIII

PEUBIIIAA'il DAT PETGAWASAI!

Pasal 60

(1) Pembinaan dan pengawasal terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata

dilakukan oleh Dinas.

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata;

b. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata; dan

c. pembinaan teknis pemasaran/ promosi.
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan

sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha

dengan daftar usaha pariwisata.

BAB D(

SAIIKAI ADUtrTISTRAITF

Parel 61

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pasa-l 9, Pasal 12, Pasal l5 ayat (3), Pasal 17 ayat (3),

Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28, Pasal 32, Pasal 35,

Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 46 ayat (21, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat

(2), dan Pasal 59, dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :

a. teguran tertulis;

b. surat peringatan ;

c. penghentian atau penutupan penyelenggaraal usaha pariwisata; atau

d. pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Teguran tertulis dan surat peringatsn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dikenalan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tig{ kafi.

Sanksi penghentian atau penutup{rn penyelenggaraan usaha pariwisata

dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi teguran tertulis dan surat

peringatan s€bagaimana rlimaksud pada ayat (3).

Sanksi pencabutan Tanda Daftarusaha Pariwisata dikenalan kepada pengusaha

pariqrisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4).

BAB X
XETETTUA.I| PERALIHAT

P6sal 62

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa

berlakunya dan setranjutnya dapat diperpanjalg berdasarkan Peraturan Bupati

ini.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur

tentang lzin Usala Pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

(1)

(21

(1)

t2l

(3)

(4)

(s)
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BIIB XII
XETEITTUAIT PEIIUTI'P

Pard 63

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Kediri tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor

55611201418.56/2016 perihal Penyusunan Dasar Hukum Penerapan Tanda Daftar

Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor

556/852/418.5612016 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati

Kediri Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata tanggal 3l Maret 2O16, dengan hasil
peserta rapat sepalat memutuskan menetapkan Pendaftaran Usaha Pariwisata

dengan Peraturan Bupati, serta mulai berl,aku pada tanggal diundalgkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatarnya dal"'n Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 4 - 4 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

IIARYAI{TI SUTRISITO

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 4 - 4 - 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEIII KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERA}I KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 11
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